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Pemhbhentukan Lembaga Baru
Khusus Bencana,

Muncul usulan agar Pemerintah
membentuk lembaga baru yang
khusus menangani bencana alam.
Lembaga tersebut diharapkan
memiliki kewenangan luas atau
bersifat dalam

ketika terjadi bencana. Dia
Dalam

Periukah?

yang terjadi adalah

Negeri.
“Kami ingin suatu saat otomatis, gitu,

lembaga ini yang otomatis memimpin.

baik dalam

bencana.

Usulan ini datang dari Wakil Ketua
Komisi V DPR Syaiful Huda. Dia
mengusulkan hal tersebut setelah
terjadi gempa di Nusa Tenggara
Timur (NTT). "Nah, sebenarnya ini isu
gagasan lama, karena sekali lagi kita
membutuhkan efektivitas kerja yang
selain efektif, cepat, terkomando
dalam satu pintu gitu oleh sebuah
kelembagaan,” kata Huda kepada
wartawan di DPR, Senayan, Jakarta,
Kamis (20/8/2026).

Huda mengatakan, jika terja
bencana, selama ini hanya dilakukan

tertentu untuk memimpin satgas

masa tanggap darurat maupun
pascatanggap darurat,” ucap dia.

Lembaga tersebut, lanjut Huda,
juga berfungsi mengumpulkan
anggaran untuk kedaruratan.
Dengan demikian, kata dia, anggaran
tersebut bisa langsung tersedia
ketika terjadi bencana alam.

"Ini saya kira termasuk masukan
yang perlu kita carikan ke

menjadi lebih rumit.
Pasalnya. kementerian terkait harus
bergerak lebih dahulu

lembaga baru scjatinya menjadi
kewenangan Presiden.
Dia

anggaran untuk menjalankan tugas
dan fungsinya dalam penanganan
bencana.

Lebih lanjut, Huda juga memastikan
lembaga ini akan lebih baik daripada
satgas bencana.

“(Lembaga baru ini) punya tusi
(tugas dan fungsi) yang kuat untuk
memastikan semua pelaksanaan
sudah berada di kelembagaan
ini. Relatif agak superbody gitu

depan, apakah ini pilihan terbaik
atau tidak. Tapi saya sendiri merasa

Karena sekali lagi,
ini negara kita, negara yang potensi
bencananya tinggi banget,” ungkap
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ini kelembagaan tunggal untuk
gurusi soal
menurut saya, penting banget,"
lanjut dia.
Huda menilai, sclama ini justru

HIDAYAT NUR WAHID,

Anggota Komisi VIII DPR
Kewenangan Presiden,
Perlu Dikaji Lebih Dalam
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i hal tersebut, Wakil
Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi
VIl DPR darl Fraksl Partai Keadilan
Scjahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid

ANDHY

lembaga baru khusus bencana ini
harus dikaji lebih dalam dengan
melihat kewenangan lembaga yang
sudah ada. "Tentunya jika bentuknya
kementerian, harus ada rentang
kendali ke bawahnya. Itu harus
diperhatikan. Sementara bencana kan
sudah tidak bisa " ujar

“Indonesia sudah memiliki Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) di tingkat nasional dan
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) di tingkat provinsi
serta kabupaten/kota," ujar Andhyka
kepada Rakyat Merdeka, Jumat
(21/8/2026).

Selain itu, Andhyka menambahkan,
ketika bencana terjadi, berbagai

Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat

Merdeka, Jumat (21/8/2026).
Pakar Kebijakan Publik dari

Universitas Brawijaya Andhyka

ian dan lembaga juga
terlibat. "Mulai dari Kementerian
Sosial, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pekerjaan Umum,
BMKG, Basarnas, TNI, Polri hingga

Muttagin gagasan
tersebut lahir dari keprihatinan
terhadap penanganan bencana yang
masih sering berjalan lambat dan
tidak terkoordinasi. Selain itu belum
sepenuhnya mampu menjawab
kebutuhan masyarakat yang

KA MUTTAQIN,

Daerah,” lanjut dia.

Untuk mengetahui pandangan
Hidayat Nur Wahid dan Andhyka
Muttagin mengenai usulan
pembentukan lembaga khusus
yang menangani bencana, berikut
wawancaranya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya
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Benahi Dulu Dong Sistem
Penanggulangan Bencana

Apa tanggapan Anda dengan
usulan pemibentukan leas g,..l...u
khusus menangani ben agar
Iehih memakstmalkan koor dinaot>

Pastinya harus melalui penglajian
lebih dalam lagi. Ini juga terkal
dengan kebijakan Presiden, ya. Selain

u. membuat lembaga baru bukan hal
yang sederhana, ya.

Kalau berbentuk

baruatau penguatan lembaga yang
SimEi e

ymisi VIl DPR diera Presiden Joko
Widads pernah ingin merevisi dengan
menguatkan peran Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
secara maksimal dalam hal koordinasi
Rl 515 sk Sl el
Sejak farr elihat ada lembaga
Yabg 10bin ofoktif untuk

Saya melihat BNPE lebih
bailk jika

Jangan sampai niat

dikuatkan. Menurut saya,
lembaga yang sudah

ada ini potensial untuk
melaksanakan tugas

dan eksekusi dalam
penanganan bencana.

dalam penanganan bencana?
Sucara prinsip, kovrdinasi sudal
berjala Tetapi me p
kementerian merasa punya kewenang-
an dan bisa berjalan sendiri.
kita ada BNPB. yang dari namanya
saja penanggulangan bencana. Kan
seharusnya BNPE yang diberikan
kewenangan. Namun, faktanya. ke

SEE

um se-
luruh

parcapat pananganan
bencana justru
menciptakan persoalan
baru berupa tumpang
tindih kewenangan antara
lembaga baru dengan
ENPB dan BPBD.

Bagaimana Anda melihat usulan
amembentuk lembaga kbusus deng-
an kewenangan besar atau super-
body dalam menangani bencana?

tarlembaga penanganan bencana?

Masyarahat tidak Lullnlu peduli
apakah b datang dari BNPB.
BPBD. k(anan;\n dldu lembaga

Jangan sampai ketika bencana terjadi,
masyarakat sudabt membutulikan pei-
tolongan. tetapi birokrasi masih sibuk

koordinasi.Jangansampai satu

alan utama
ncana sebenamya bukan sena
Korena tiaak adanya lembaga. Masalah-
nya lebih mungkin terletak pada koordi-
nasi, pembagian kewenangan, kesiapan
sumber daya. dan kecepatan mengambil
keputy ol batass

bagaimana

Tentunya kementerian, harus
ada rentang kendali ke bawahnya. T
harus ben-

BNPE lebih baik jika kewenangannya
dikuatkan. M. lembaga
yang sudah ada al untuk
s dan eksekusi

«cana kan sudah tidak bisa menunggu.

Jadi, untuk jangka pendek, Anda
i j lembaga

dalam penanganan bencana.

Selama ini, bagaimana Anda
elihat

iap kementerian punya cara pandang
an bantuan atau

birokrasi. Ketika banjir. gempa. longsor,
erupsi gunung, atau bencana lainnya
tidak membutul

i

Saat ini memang scbai km aper mba-

hasan lembaga baru atau penguatan

kan bantuan y ang cepat, jelas, dan tepat.

ihmca tetap fobus pade b
an terlebih dahulu. mNNMm

lembaga
tuk memaksimalkan koordinasi an-

yang jelas. dan jaminan kesclamatan.

ing penting
ng me-

pa yang bertanggung
h persoalan penang-
ana kita perlu dibenahi’

‘gulangan ben

Menurut Anda, kendala apa

lainnya, Jangan
mata  makanan, air bersih. nl:.\[—tﬂmum. tem-  sampal Pemerteh den ‘menunggu
pat pengungsian, akses jalan, informasi Termorinta Pus masyarakat

sudah berada dalam kondisi darurat.

Jika ingin membentuk lembaga
Kkhusus bencana, apa yang harus
diperhatika

Mermbeniik lembags han dengan

mempercepat penanganan bencana justu
menciptakan persoalan ban berupa tum.-

pang tindih antara lembaga

yang kerap terjadi saat
langan bencana

baru dengan BNPB dan BPED. m nNm
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